
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN 

DENGAN KENDERAAN BERMOTOR UMUM 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2013 

 

ABSTRAK : a. 1. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat di bidang transportasi dan dalam rangka untuk 

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan di 

jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum maka perlu diatur 

tentang penyelenggaraannya; 

2. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 

2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor 

Umum sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang 

ada sehingga perlu ditinjau kembali; 

b. Dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 

1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang; Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat 

II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dll 

c. Perda ini mengatur tentang  

1. Ketentuan Umum 

2. Maksud Dan Tujuan 



3. Subyek Dan Obyek Penyelenggaraan 

4. Penyelenggaraan 

5. Perizinan Angkutan 

6. Kewajiban 

7. Larangan 

8. Pencabutan Izin 

9. Sanksi Administrasi 

10. Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

11. Pelaksana Dan Pengawasan 

12. Ketentuan Penyidikan 

13. Ketentuan Pidana 

14. Ketentuan Peralihan 

15. Ketentuan Penutup 

 

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2013 

  



PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA PERSEROAN TERBATAS 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2013 

 

ABSTRAK : a. 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya 

dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal 

daerah; 

2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dimana Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila 

jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan 

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal 

Daerah Berkenaan; 

b. Dasar hukum Perda ini adalah  

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah 

Swatantra Tingkat II Semarang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 31; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 

Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 

II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dll. 

c. Perda ini mengatur tentang  

1. Ketentuan Umum 

2. Penyertaan Modal 

3. Sanksi Administrasi 



4. Ketentuan Penutup 

 

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013 

 


